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MUSIRAWAS - Sebanyak 112 desa di Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan
menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepastian ini diungkapkan Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ahmadi Zulkarnain kepada

BAHAS PILKADES. Rapat Koordinasi lintas sektor yang digelar DPMD Mura untuk membahas pelaksanaan 112
Pilkades yang dilaksanakan April mendatang secara serentak, (11/1/2021). Foto: Dodi Chandra



wartawan, Rabu (13/01/2021). 

Dikatakannya, segala pembahasan mengenai pelaksanaan pilkades ini sudah
dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama lintas sektor Dinas Instansi vertikal
Pemkab Mura, membahas tentang kegiatan pelaksanaan pilkades secara
serentak di Tahun 2021 pada Senin (11/1/2021) lalu.

Ditambahkannya, dalam Pilkades tersebut ada namanya kepanitiaan pilkades.
Berbeda dengan pilkades sebelumnya, panitia ini dilarang memungut biaya dari
peserta atau Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades).

"Sebab anggaran panitia pilkades sudah dianggarkan oleh pemerintah. Anggaran
yang diberikan sesuai dengan aturan yakni berdasarkan dengan jumlah pemilih,"
jelas Ahmadi.

Misalnya, pemilih dengan jumlah 500-1000 anggarannya Rditetapkan sebanyak
Rp32 juta dan yang tertinggi pemilih 4500-5000 maka anggaran disiapkan Rp64
juta.

Menurut dia, saat ini tahapan Pilkades sudah mulai. Yakni pertama dibentuk
Panitia Kabupaten, kemudian tingkat Kecamatan. Selanjutnya kecamatan akan
membentuk panitia pilkades di tingkat desa. Setelah itu pendaftaran bacakades
dibuka.

"Calon maksimal lima kandidat. Apabila lebih dari lima kandidat, bacakades akan
dilakukan tes,” jelas Ahmadi Zulkarnain .

Sebelumnya, masyarakat Musi Rawas terkhusus desa yang akan mengelar
pilkades dihebohkan dengan isu bahwa syarat bacakades minimal sarjana (S.1).
Mengenai hal ini, ia menegaskan, syarat pendidikan untuk maju mengikuti
tahapan pencalonan kepala desa yang benar adalah minimal SMP sederajat.

"Jadi tidak benar isu itu. Silahkan baca Perda nomor 12/2015 dan perubahannya
Perda nomor 12 tahun 2017," pungkasnya. (ddc)  


